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PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 146 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR PM 51 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN

PELABUHAN LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor

PM 3 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Bidang Perhubungan di Badan

Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor

PM 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 3 Tahun 2015

tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Bidang Perhubungan di Badan Koordinasi Penanaman

Modal, Menteri Perhubungan telah mendelegasikan

kewenangan pemberian izin usaha Badan Usaha

Pelabuhan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman

Modal;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pendelegasian guna

percepatan pelayanan dan pemberian perizinan tersebut

serta untuk mendorong iklim investasi dan memberikan

kemudahan kepada pelaku usaha di bidang
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kepelabuhanan, perlu dilakukan penyempurnaan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun

2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun

2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4849);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang

Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun

2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah

Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5731);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang

Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22

Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di

Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5208);

4. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan

Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2012

tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 90
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Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 210);

5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 221);

6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

7. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang

Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 3 Tahun

2015 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Bidang Perhubungan di Badan Koordinasi Penanaman

Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 22) sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 24 Tahun

2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri

Perhubungan Nomor PM 3 Tahun 2015 tentang

Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang

Perhubungan di Badan Koordinasi Penanaman Modal

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

403);

9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun

2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 311);

10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun

2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
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1012);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR PM 51 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN

PELABUHAN LAUT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan

Nomor PM 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan

Pelabuhan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 311), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan

dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu

sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan

pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat

kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau

bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat

berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas

keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan

penunjang pelabuhan serta sebagai tempat

perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.

2. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang

berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan

untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan

ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang

dan/atau barang, keselamatan dan keamanan

berlayar, tempat perpindahan intra-dan/atau

antarmoda serta mendorong perekonomian nasional

dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang
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wilayah.

3. Tatanan Kepelabuhanan Nasional adalah suatu

sistem kepelabuhanan yang memuat peran, fungsi,

jenis, hierarki pelabuhan, Rencana Induk Pelabuhan

Nasional, dan lokasi pelabuhan serta keterpaduan

intra-dan antarmoda serta keterpaduan dengan

sektor lainnya.

4. Pelabuhan Laut adalah pelabuhan yang dapat

digunakan untuk melayani kegiatan angkutan laut

dan/atau angkutan penyeberangan yang terletak di

laut atau di sungai.

5. Pelabuhan Utama adalah pelabuhan yang fungsi

pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam

negeri dan internasional, alih muat angkutan laut

dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar,

dan sebagai tempat asal tujuan penumpang

dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan

dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.

6. Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang

fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut

dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri

dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal

tujuan penumpang dan/atau barang, serta

angkutan penyeberangan dengan jangkauan

pelayanan antarprovinsi.

7. Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang

fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut

dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri

dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi

pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan

sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau

barang, serta angkutan penyeberangan dengan

jangkauan pelayanan dalam provinsi.

8. Penyelenggara Pelabuhan adalah otoritas pelabuhan

atau unit penyelenggara pelabuhan.

9. Pelabuhan Laut Terdekat adalah pelabuhan umum

dengan jarak geografis terdekat ke lokasi yang
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